



ANALISIS SIYA>SAH DUST>U>RI>YAH  TERHADAP 
KEPUTUSAN YANG TIDAK BISA DIAJUKAN SEBAGAI 
OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT 











Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Fakultas Syariah dan Hukum 
Jurusan Hukum Publik Islam 













Skripsi yang berjudul Analisis “Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan yang 
Tidak Bisa Diajukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020” yang ditulis oleh Darmawan NIM. 







Surabaya, 30 Desember 2020 
Pembimbing 
          










































Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis 
Siya>sah Dustu>ri>yah Tentang Keputusan Yang Tidak Bisa Diajukan Sebagai 
Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020”.  Skripsi  ini ditulis untuk menjawab pertanyaan mengenai keputusan yang 
tidak bisa diajukan sebagai objek sengketa tata usaha negara baik dalam 
prespektif hukum positif maupun siya>sah dustu>ri>yah. 
Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. 
tentang keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha 
negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang kemudian dianalisis 
menggunakan teknis deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara 
sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut 
diolah dan dianalisis  menggunakan kajian siya>sah dustu>ri>yah. 
Hasil dari penelitian ini disimpulkan keputusan yang tidak bisa dijadikan 
sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020, merupakan pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konsep siya>sah 
dustu>ri>yah memberikan perbedaan antara keputusan yang menjadi produk dari 
penguasa (khalifah) dan peraturan yang menjadi produk ahl al-h{all wa al-‘aqdi 
(legislatif) terkait kewenangan wila>yah al-maz{a>li>m. Sehingga pembatasan 
wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
objek sengketa tata usaha negara juga dikenal dalam kewenangan wila>yah al-
maz{a>li>m. 
Penulis memberikan saran bahwa, pembatasan kewenangan Peradilan Tata 
Usaha Negara harus dilihat secara komprehensif oleh hakim, sehingga putusan 
yang diambil tidak merugikan para pihak baik pemerintah maupun masyarakat, 
pembatasan kewenangan wila>yah al-maz{a>li>m perlu dipaparkan secara limitatif  
karena secara tektual belum dijelakan secara jelas antara keputusan (beschikking) 
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A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara hukum yang dalam konsepnya disebut dengan 
reachstaat yang termaktub dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Indonesia 
adalah negara hukum” dengan pengertian segala tindakan yang dilakukan 
oleh penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus 
berdasarkan pada peraturan yang berlaku. 
Soepomo menyebutkan pengertian negara hukum adalah negara 
menjamin ketertiban umum yang ada dalam masyarakat melalui instrumen 
hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, 
yang mana konsep tersebut menimbulkan sebuah hubungan kausalitas antara 
penguasa dengan rakyat. Dalam konsep negara hukum dikenal dengan istilah 
reachstaat (Civil law), yang berkembang dinegara kontinental dan rule of 
law (Common law) yang banyak digunakan oleh negara anglo saxon. Yang 
memberikan pengertian bahwa kekuasaan tertinggi negara adalah hukum, 
sehingga keberadaanya memberikan kewajiban kepada penyelenggara negara 
untuk menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (above of law). Sehingga dalam pelaksanaanya tidak mengenal 
 


































istilah bahwa kekuasaan dilakukan dengan kesewenang - wenangan dan 
disalah gunakan.1 
Konsep negara hukum di Indonesia pernah dilakukan simposium yang 
diselenggarakan pada tahun 1966 di Ibukota Jakarta, yang menghasilkan 
beberapa hal mengenai ciri-ciri negara hukum diantaranya, pertama adanya 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang meliputi persamaaan 
dibidang hukum politik, sosial, ekonomi serta kebudayaan, kedua keberadaan 
lembaga peradilan yang bebasdan mandiri dan tidak memihak serta tidak di 
pengaruhi oleh suatu kekuasan dan kekuatan apapun. 
F.J Stahl menerangkan konsep negara hukum harus memiliki beberapa 
ciri diantaranya:2 pertama perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 
kedua pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, ketiga asas legalitas 
dalam penylenggaraan negara, keempat adanya Peradilan Tata Usaha Negara 
yang berdiri sendiri. 
Konsep sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa salah satu ciri 
negara hukum adalah keberadaan sebuah lembaga Peradilan Tata Usaha 
Negara yang berdiri sendiri. Di Indonesia sendiri keberadaan Peradilan Tata 
Usaha Negara menjadi salah satu lingkungan peradilan baru disamping 
lingkungan-llingkungan peradilan lainya sebagaimana termaktub dalam pasal 
24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945: 
                                                          
1 Apdila Nispa, “Menilik Pasal 27 ayat (3)  Perppu No. 1 Tahun 2020 yang Disahkan Menjadi 
Undang-Undang”, dalam https://www.bengkulunews.co.id/amp/menilik-pasal-27-ayat-3-perppu-
no-1-tahun-2020-yang-disahkan-menjadi-undang-undang, diakses pada 30/11/2020. 
2 Nukthoh arfawie kurde, Teori Negara Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 17-18. 
 


































1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk     
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan  peradilan agama, 
lingkungaan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha 
Negara, dan oleh sebuah  Mahkamah Konstitusi.3 
Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 25 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diantaranya: 
1. Peradilan umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara pidana dan perbuatan hukum, 
2. Peradilan agama adalah memeriksa dan menyelesaikan perkara 
antara orang-orang yang beragama Islam, 
3. Peradilan militer adalah memeiksa, memutus dan mengadili perkara 
tindak pidana militer, 
4. Peradilan tata usaha negara memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan  perkara tata usaha negara.4 
Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, kedudukan 
Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor  5 Tahun 
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang kemudian diubah 
terakhir kali dengaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Tata Usaha, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur 
dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 “pengadilan Tata 
Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaiakan gugatan tata usaha negara”5. kemudian berdasarkan pasal 1 
ayat (3) “Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang 
                                                          
3 Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
4 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.. 
5 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 


































dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkan 
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.6 
Peradilan Tata Usaha Negara sendiri lahir di Indonesia sebagai unsur 
terpenting dalam konsep negara hukum yaang berorientasi pada konsep 
negara kesejahteraan (wellfare state), yang menghendaki pemerintah untuk 
melakukan upaya preventif melalui campur tangan terhadap kehidupan 
masyarakat, sehingga kedudukan hukum administrasi dalam masyarakat 
memiliki peranan yang penting, yang kemudian hal ini mendorong lahirnya 
suatu kebebasan bertindak bagi pemerintah, yakni kewenangan pemerintah 
pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan 
peristiwa konkret tertentu yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-
undangan, sebab peraturan tersebut tidak mengatur atau peraturan tersebut 
tidak bisa mengakomodir kebutuhan yang ada. Dengan adanya kebebasan 
bertindak tersebut kemudian muncul kekhawatiran akan adanya 
penyalahgunaan wewenang oleh pemanangku jabatan, sehingga perlu adanya 
perlindungan hukum kepada para pihak yang dirugikan dengan adanya 
kebijakan tersebut.7 
                                                          
6 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No 9 Tahun 2004 
Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
7 Yodi Martono Wahyumadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” 
(Disertasi--Universitas Trisakti, Jakarta, 2016), 136-137. 
 


































Kebutuhan akan perlindungan hukum tersebut bergerak secara vertikal 
dalam artian pemerintah selaku pejabat pembuat kebijakan dan masyarakat 
sebagai instumen yang paling berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan 
sama-sama memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh perlindungan 
hukum. Untuk itu pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dalam bentuk 
pencegahan dan bersifat penanggulangan apabila terjadi tindakan-tindakan 
hukum. 
M.Hadjon mengemukakan pendapat bahwa fungsi dan tujuan 
keberadaan Peradilaan Tata Usaha Negara adalah rechtsbescherming serta 
menguji besluit tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 
tetang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “pengadilan tata usha 
negara diadakan dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap 
masyarakat untuk mepertahankan hak konstitusionalnya, yang merasa 
dirugikan akibat dikeluarkanya keputusan tata usha negara”. 
Muncul sebuah permasalahan ketika Pandemi Corona virus disearse 
(Covid 19) mewabah di belahan dunia, yang kemudian berimplikasi kepada 
merosotnya perekonomian secara global. Akibat dari pandemi ini membuat 
negara di dunia harus mengambil sebuah langkah yang cepat dan tepat 
terutama dibidang perekonomian untuk melindungi perekonomian nasional 
agar tidak mengalami resesi. Kebijakan negara yang mengambil isolasi 
penuh dan dibeberapa negara menerapkan lockdown yaitu menutup pintu 
keluar masuk di perbatasan, sedangkan di Indonesia sendiri mengambil 
 


































kebijakan yang biasa disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB). 
Pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19, berimplikasi kepada sektor dunia usaha dan bisnis, 
dampak yang secara langsung dapat  dirasakan dari kebijakan pembatasan ini 
adalah banyaknya perusahaan-perusahaan baik swasta maupun milik 
pemerintah yang menerapkan kebijakan pemutusan hubungan kerja secara 
massal kepada para karyawan dan tenaga kerjanya sebagai upaya untuk 
mengurangi beban operasional perusahaan yang sedang lesu di masa pandemi 
ini, juga tidak jarang perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu 
menahan beban operasional yang dinyatakan pailit.8 
Merespon keadaan ini pemerintah mengambil sebuah langkah 
kebijakan dengan menerbitkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan 
negara yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Regulasi tersebut 
dituangkan dalam bentuk “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian telah disepakati dan ditetapkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan 
negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona 
virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman 
yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau sistem stabilitas 
keuangan”9. 
                                                          
8 Ibid., 138. 
9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
 


































Ketika dikeluarkanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian 
disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 muncul sebuah 
permasalahan salah satunya keberadaan pasal 27 ayat (3) yang benyebutkan 
“Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan undang-
undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada 
peradilan taa usaha negara”10. 
Keberadaan pasal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 1 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan “Indonesia adalah 
negara hukum” serta bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 yaitu “setiap orang behak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul dan mengluarkan pendapat”.11 Padalah salah satu 
alasan didirikanya Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai penguji 
perbuatan pemerintah, ketika pasal tersebut diberlakukan sebagimana bunyi 
pasal tersebut yang menyebutkan “Segala tindakan termasuk keputusan yang 
diambil berdasarkan undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan 
yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”12. 
Ketentuan ini juga berindikasi bertentangan dengan yuridiksi dari 
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan/tindakan 
                                                                                                                                                               
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disearse 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membehayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 
10 Pasal  27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disearse 2019 
(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membehayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 
11 Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
12 Yodi Martono Wahyumadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara”..., 138. 
 


































penyelenggara pemerintahan pada konsepnya berdasarkan pada ketentuan 
Pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
merupakan objek gugatan yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan 
Tata Usaha Negara. 
Ketentuan diatas dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
2 Tahun 2019 tentang mekanisme serta prosedur pengajuan gugatan atas 
kebijakan atau keputusan pejabat tata usaha negara kepada Pengadilan Tata 
Usaha Negara. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa 
“Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa dan mengadili gugatan 
tata usaha negara setelah sebelumnya menempuh upaya administratif”13 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang 
admnistrasi pemerintahan. 
Hubunganya dengan siya>sah dustu>ri>yah, kewenangan Peradilan Tata 
Usaha Negara ini adalah mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan 
manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri, 
khususnya dalam bidang administrasi negara atau tata usaha negara, dimana 
tanpa adanya peradilan di tengah-tengah masyarakat, penyelesaian sengketa 
yang timbul antara beberapa elemen di dalam masyarakat mungkin sulit 
terwujud bahkan mungkin tidak akan mungkin terwujud. 
                                                          
13 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Serta Prosedur Pengajuan Gugatan Atas 
Kebijakan atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 


































Kewenangan hakim didalam pengadilan, Allah berfirman dalam (Q.S. 
Surat Shaad ayat 26):14 
َوََ َفًةَِفىَاۡۡلَۡرِضَفَاۡحُكۡمَبَ ۡيَنَالنَّاِسَبِاۡلَحقِ  لََّكَعََٰيَداوُدَاِنَّاََجَعۡلٰنَكََخِلي ۡ ِِ ٰو َفَ ُي ََ َاۡل ِ ۡنََۡلَتَ َِِّ
ََشدٌََِؕ ََسِِۡيِلَاللٰ هَِ ۡمََعَذاب  َُ لُّۡوَنََعۡنََسِِۡيِلَاللٰ ِهََل ِِ َِبَماََنُسۡواَيَ ۡوَمَاۡلِحَساِانََّالَِّذۡيَنََي
ٌۢ
بَِۡيد   
"Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah 
(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 
karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-
orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 
karena mereka melup akan hari perhitungan”. 
Keberadaan lembaga peradilan dalam Islam juga bisa dijadikan studi 
kelembagaan atas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. 
Peradilan Tata Usaha Negara ini diciptakan untuk menyelesaikan sengketa 
antara pemerintah dan warganya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat 
dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak 
warganya, secara umum tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara 
adalah: 
1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara 
yang berdasarkan pada konstitusi suatu negara. 
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap masyarakat yang 
didasarkan kepada kepentingan secara komunal dari perkumpulan 
individu dalam sebuah lingkungan tertentu.15 
Sejarah peradilan Islam, didalamnya kita mengenal adanya lembaga 
pengawasan terhadap pemerintahan, yaitu wila>yah al-maz{a>li>m, sebab utama 
                                                          
14 Departemen Agana RI, Al-Quran & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 363. 
15 W. Ridwan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Universitas 
Atma Jaya, 2002), 1. 
 


































dibentuknya wila>yah al-maz{a>li>m adalah adanya tindakan kesewenang-
wenangan dari para pemimpin, pejabat terhadap para pegawai atau 
masyarakat. Tugas wila>yah al-maz{a>li>m lebih dekat dengan sistem peradilan 
manajemen (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi) yang konsen 
terhadap kezaliman yang diterima pegawai dan masyarakat dari tokoh atau 
pejabat pemerintahan. 
Kesesuaian antara wila>yah al-maz{a>li>m dengan kehadiran Peradilan 
Tata Usaha Negara di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan 
pemerintah yang dianggap melanggar hakhak warganya. Orang yang 
bertugas menjalankan fungsi wila>yah al-maz{a>li>m dinamakan dengan nadhi>r. 
Nadhi>r ini menjalankan putusan peradilan yang jelas untuk dilaksanakan 
kemaslahatan, amal kebajikan agar dikembalikan kepada orang yang berhak, 
ia terkadang menjalankan fungsi peradilan dan pelaksanaan manajemen 
(eksekusi).16 
Kekuasaan kehakiman dalam Islam selain wila>yah al-maz{a>li>m juga 
dikenal dengan lembaga al-qad{a>‘, yang dijalankan oleh seorang muhtasib. 
Tugas seorang muhtasib bisa dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: 
1. Berhubungan dengan hak-hak Allah, seperti mengawali pelaksanaan 
shalat jum’at dan jama’ah, dan menyiksa orang yang meninggalkannya 
tanpa alasan yang syar’i. 
                                                          
16 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 196. 
 


































2. Berubungan dengan hak-hak asasi manusia seperti memberikan jaminan 
dan perlindungan serta melakukan pengurusan kepada anak-anak, tidak 
dzalim kepada tetangga. 
3. Berhubungan dengan pelayanan terhadap publik seperti melakukan 
pengawasan kepada pemerintah dalam menjada dan merawat fasilitas-
fasilitas publik. Merapat anak-anak jalanan dengan memenuhi kebutuhan 
hidupnya yang bersumber dari dana yang diambil dari baitul mal, 
melakukan pengawasan terhadap transaksi dipasar, sehingga tidak 
merugikan para produsen. 
Berangkat dari penjelasan di atas, dimana kewenangan hakim tata 
usaha negara adalah menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan 
warganya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan 
atau kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar atau merugikan hak-
hak warga negaranya. Sedangkan objek sengketa tata usaha negara adalah 
keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara 
kemudian bagaimana pandangan siya>sah dustu>ri>yah dalam hal ini.  
Berdasarkan pandangan diatas sebagai tolak merupakan titik tolak 
yang melatar belakangi pembahasan masalah ini, dalam sebuah skripsi yang 
berjudul “Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah Tentang Keputusan Yang Tidak Bisa 
Diajukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020”. 
 
 


































B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
penulis menjelaskan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam 
penulisan ini sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan 
lingkup pembahasan yang dapat muncul dalam penelitian dengan 
melakukan identifikasi sebanyak mungkin, yang dapat diduga sebagai 
masalah.17  Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik identifikasi 
masalah berkaitan dengan keputusan yang tidak bisa diajukan sebagai 
objek sengketa Tata Usaha Negara diantaranya: 
a. Keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha 
negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. 
b. Pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara secara 
langsung, 
c. Upaya hukum akibat dikeluarkanya keputusan tata usaha negara dalam 
prinsip check and balances berdasarkan konsep negara hukum. 
d. Analisis siya>sah dustu>ri>yah terhadap keputusan yang tidak bisa 
dijadikan sebagai objek sengketat uata usaha negara. 
2. Batasan Masalah 
                                                          
17 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), 8. 
 


































Mengingat begitu banyak permasalahan yang penulis singgung 
dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi 
dalam peneltian ini diantaranya: 
a. Keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha 
negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. 
b. Analisis siya>sah dustu>ri>yah terhadap keputusan yang tidak bisa 
dijadikan sebagai objek sengketat tata usaha negara. 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan 
latar belakang atau judul yang ada, dalam penelitian ini terdapat rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana keputusan yang tidak bisa diajukan sebagai objek sengketa 
tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? 
2. Bagaimana analisis siya>sah dustu>ri>yah tentang keputusan yang tidak bisa 
diajukan sebagai objek sengketa tata usaha negara? 
 
D. Kajian Pustaka 
          Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan mengenai kajian atau 
penelitian karya tulis ilmiah yang sebelumnya telah dilakukan penelitian 
sekitar pokok masalah yang akan diteliti. Sehingga untuk memperjelas 
bahwasanya penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini bukan 
 


































merupakan pengulangan atau duplikasi peneliatian yang sudah ada 
sebelumnya.18 
Skripsi yang ditulis oleh Tri Cahya Indra Permana Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro yang berjudul pengujian keputusan diskresi oleh 
Pengadilan Tata Usaha Negara, skripsi ini membahas tentang analisis 
futuristik terhadap pengaturan mengenai diskresi pejabat administrasi 
pemerintahan, sehingga berbeda dengan objek kajian yang akan penulis teliti 
yakni pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Yang akan 
memuat alasan dikeluarkanya ketentuan tersebut dan implikasinya terhadap 
kompetensi absolut lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia 
sebagai bagian dari check and balances antar lembaga negara.19 Penelitian 
tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dalam hal objek 
penelitian yang akan mengambil mengenai ketentuan pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang permasalahan objek sengketa 
tata usaha negara. 
Skripsi yang ditulis oleh Lita Agusetiani Baety Fakultas Hukum 
Universitas Negeri Semarang yang berjudul dampak hukum perluasan 
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan 
penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pembahasan tulisan ini 
terkait adanya perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
                                                          
18 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...., 8. 
19 Tri Cahya Indra Pernama, “Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara” (Skripsi--
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017). 
 


































penyelesaian gugatan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2014 berupa kewenangan mengadili ada atau tidak 
ada unsur penyalahgunaan wewenang dan dampak hukum dari perluasan 
tersebut adanya dua lembaga peradilan yang mengatur penyelesaian 
penyalahgunaan wewenang, adanya dualisme peraturan perundang-undangan 
yang mengatur penyalahgunaan wewenang yaitu Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.20 
Skripsi karya Abdullah Tirta Hadi W. Progam Studi Ilmu Syariah, 
Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2009, yang 
berjudul kewenangan Hakim tata usaha negara menurut Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam 
prespektif fiqh siya>sah, kajian tersebut memiliki persamaan dibidang pisau 
analisis nya dengan penelitian penulis yakni kewenangan Peradilan Tata 
Usaha Negara, hanya saja berbeda dalam hal objek kajian jika yang diteliti 
dalam penelitian diatas adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, 
sedangkan objek kajian penulis adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020.21  
Penelitian yang dilakukan oleh Zamrud Lesmana dan Mufidah yang 
berjudul kebijakan darurat ketatanegaraan prespektif kaidah fiqhiyah, dalam 
                                                          
20 Lita Agusetiani Baety, “Dampak Hukum Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Dalam Penyelesaian Gugatan Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014” (Skripsi--Fakultas Hukum 
Universitas Negeri Semarang, 2014). 
21 Abdullah Tirta Hadi W, “Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Prespektif Fiqh Siya>sah” 
(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009). 
 


































Indonesian Costitutional law jurnal Volume IV Nomor 1 (2020), penelitian 
ini menjelaskan tentang pengambilan sebuah kebijakan dalam kondisi 
darurat negara yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.22 
Jurnal hukum samudera keadilan  yang ditulis oleh Rahmad Tobrani 
yang berjudul pengujian keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 
terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Penelitian ini 
membahas tentang kedudukan diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat 
pemerintah dalam keadaan mendesak terhadap kewenangan Perdailan Tata 
Usaha Negara.23 
Tulisan ini memiliki kesamaan terhadap pisau analisisnya yakni 
kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara hanya saja objek kajianya akan 
berbeda sama sekali, karena yang menjadi objek penelitian penulis adalah 
mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang keputusan yang 
tidak bisa diajukan sebagai objek sengketa tata usaha negara. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian karya tulis 
ini adalah: 
1. Mengetahui keputusan yang tidak bisa diajukan sebagai objek sengketa 
tata usaha negara menurut Undang-Undaang Nomor 2 Tahun 2020. 
                                                          
22 Zamrud Lesmana dan Mufidah, “Kebijakan Darurat Ketatanegaraan Prespektif Kaidah 
Fiqhiyah”, Indonesian Costitutional Law Jurnal, Volume IV Nomor 1 (2020). 
23 Rahmad Tobrani, “Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap 
Diskresi yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah”, Jurnal Hukum Samudera Keadilan,Vol. 13, 
Nomor 1, (Januari-Juni 2018). 
 


































2. Mengetahui analisis siya>sah dustu>ri>yah terhadap keputusan yang tidak 
bisa diajukan sebagai objek sengketa tata usaha negara. 
 
F. Kegunaan Hasil Penulisan 
Adapun manfaat hasil penelitian yang ingin dicapai ini diharapkan 
setidak-tidaknya berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal, 
yaitu: 
1. Kegunaan teoritis 
Manfaat teoritis yang diharapkan menjadi bahan kajian bagi para 
pihak yang membutuhkan dalam bidang Hukum Tata Negara, dan 
nantinya hasil penelitian ini sangat berguna dalam menambah wawasan 
keilmuan dan diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khususnya di Program 
Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 
pemikiran terhadap pemerintah, untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan 
peran serta kewenanganya dalam menetapkan kebijakan, kepada para 
hakim di lingkunngan Peradilan Tata Usaha Negara maupun di istitusi 
lembaga Yudikatif lainya dan atau pihak terkait dalam memutuskan 
perkara yang berkaitan dengan objek sengketa tata usaha negara. 
 
G. Definisi Operasional 
Sebagai tujuan menghindari kesalah pahaman khalayak dalam 
memahami serta menginterprestasikan penyebutan ataupun pengertian-
 


































pengertian tertentu dalam judul penelitian tersebut, maka dengan ini penulis 
akan memberikan penjelasan mengenai penyebutan ataupun kata-kata kunci 
yang dimaksudkan dalam penulisan penelitan ini sebagi berikut: 
1. Siya>sah dustu>ri>yah adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang 
mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata 
aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan 
syariat Islam. 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk 
penanganan pandemi Corona Disearse 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
rangka menghadapi ancaman yang membehayakan perekonomian nasional 
dan/atau stabilitas sitem keuangan menjadi undang-undang. 
3. Keputusan yang bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara 
adalah segala bentuk ketetapan tata usaha negara dan perbuatan pejabat 
tata usaha negara untuk mengeluarkan ketetapan atau tidak mengeluarkan 
ketetapan berdasarkan peraturan perundaang-undangan yang bukan 
merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. 
 
H. Metode Penelitian 
Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis 
normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang yang 
dengan memaparkan secara terperinci, jelas, dan lengkap serta sistematis 
 


































mengenai berbagai aspek norma yang ada dalam peraturan perundang-
undangan.24 Sedangkan objek kajian dari penelitian hukum normatif 
merupakan bentuk penelitian yang meletakan hukum sebagai sebuah 
bangunan sistem norma. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Maka berikut ini akan dibahas mengenai data yang 
dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan 
data, dan teknis analisis data.25 
1. Data yang Dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun untuk 
menjawab pertanyaan dalam rumusan maslalah diantarannya: 
a. Data tentang gambaran umum dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020, 
b. Data tentang pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, 
c. Data tentang keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek 
sengketa tata usaha negara menurut Undanng-Undang Nomor 2 Tahun 
2020. 
2. Sumber Hukum 
Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan 
sumber-sumber hukum dalam penelitian yang konkrit dan jelas. Untuk itu 
dalam penelitian ini diperlukan sumber-sumber hukum sebagai berikut:26 
                                                          
24 Abdul Khadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Adtya, 2004), 101. 
25 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119. 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenamedia Group), 181. 
 


































a. Sumber hukum primer: data primer merupakan sumber hukum yang 
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau yuridiksi, yang 
terdiri dari segala bentuk peraturan perundang-undangan, catata-
catatan risalah dalam sejarah pembuatan peraturan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap. Dalam penulisan skripsi ini sumber hukum primer 
yang akan digunakan adalah: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan 
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem 
keuangan untuk penanganan pandemi Corona Disearse 2019 (Covid-
19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang 
membehayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sitem 
keuangan menjadi undang-undang. 
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  Jo. Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara 
4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan, 
5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 23 
Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. 
 


































b. Sumber hukum sekunder: adalah bahan atau data penunjang yang 
bersumber dari beberapa literatur meliputi, buku dan karya tulis berupa 
jurnal, kamus-kamus maupun karya tulis lainya yang membahas 
tentang keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa 
tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. 
Pada penulisan kali ini yang akan mengambil literasi buku yang 
berjudul  hukum tata usaha negara dan hukum acara Peradilan Tata 
Usaha Negara di Indonesia, karya Prof. Titik Triwulan Tutik sebagai 
acuan utama, disamping pula buku dari Prof Jimly Assidiqqie berjudul 
Hukum tata negara darurat, dibidang fiqh siya>sah banyak merujuk pada 
buku fiqh siya>sah karya Djazuli maupun J. Suyuti Pulungan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang akan 
digunakan adalah metode dokumentasi, sebuah metode dengan cara 
menulusuri data dari berbagai literasi yang meliputi buku, jurnal, kamus-
kamus, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan tema.27 
Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 
penulis adalah studi kepustakaan yaitu teknik yang dilakukan dengan 
menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dapat berupa 
peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, makalah-makalah, 
skripsi, hasil-hasil penelitian hukum, putusan hakim, maupun doktrin dari 
para sarjana hukum yang berkaitan dengan keputusan yang tidak bisa 
                                                          
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
1992), 131. 
 


































dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-
Undang Nommor 2 Tahun 2020. 
4. Teknik Analisis Data 
Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif 
menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pola 
deduktif. Dalam pelaksanaan penelitian setelah data terkumpul maka data 
tersebut dianalisis dengan analisa deskriptif analitik, dimana deskriptif 
adalah mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dan 
kenyataan sosial yang terjadi. 
Analisis deskriptif adalah memaparkan data-data yang terkait 
dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam literatur dan 
kesimpulannya diambil melalui logika deduktif. Adapun data yang 
dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai keputusan yang tidak bisa 
dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2020 dilihat dari prespektif siya>sah dustu>ri>yah. 
Sedangkan pola deduktif adalah memaparkan masalah-masalah bersifat 
umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar dapat dipahami oleh pembaca dalam penulisan penelitian ini, 
penulis akan  memaparkan sistematika penulisan. Dalam penulisan skripsi ini 
akan ditulis dalam 5 (lima) bab, dalam masing-masing bab terdiri dari 
beberapa sub bab, antara satu bab dengan bab yang lainya memiliki korelasi 
 


































dan hubunganan yang sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun 
adalah sebagai berikut: 
Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang, 
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, Sistematika penulisan. 
Bab kedua, merupakan konsep keputusan yang tidak bisa dijadikan 
sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020, bab ini menjelaskan tentang landasan teori terkait analisis 
siya>sah dustu>ri>yah tentang keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai 
objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020, sebelum masuk pada pembahasan tersebut penulis juga akan 
menjelaskan tentang pengertian siya>sah dustu>ri>yah, ruang lingkup siya>sah 
dustu>ri>yah, dan kekuasaan kehakiman dalam Islam. 
Bab ketiga berisi objek penelitian yang memuat tentang keputusan 
yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang meliputi gambaran umum 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan keputusan yang tidak bisa 
dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara. 
Bab keempat yang memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan 
hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah 
penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam 
kumpulan pengetahuan dengan teori yang ada dalam penelitian ini memuat 
 


































analisis siya>sah dustu>ri>yah terhadap keputusan yang tidak bisa dijadikan 
sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020. 
Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, dari 
keseluruhan pembahasan, sebagai bagian dari jawaban rumusan masalah 
yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang kemudian akan diuraikan 
mengenai saran dari penulis terkait pembahasan dari penelitian yang akan 
diteliti kali ini. 
 


































TINJAUN UMUM SIYA>SAH DUSTU>RI>YAH 
A. Pengertian Siya>sah Dustu>ri>yah 
Siya>sah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, 
mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan 
politik. Sedangkan siya>sah menurut istilah dalam lisan al-Arab, siya>sah 
adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 
kemaslahatan. Siya>sah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalian tugas 
dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar 
negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar 
keadilan dan istiqomah.1 
Dustu>ri>yah berasal dari bahasa Persia yang berarti dustu>ri> artinya 
adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun 
agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 
menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). 
Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustu>ri>yah 
berkembang pengertianya menjadi asas dasar/pembinaan. 
Menurut terminologi dustu>ri>yah memiliki arti kumpulan kaedah yang 
yang mengatur tentang hubungan dasar antar sesama anggota masyarakat 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang dikodifikasi maupun 
(konvensi). Sehingga akar kata dustu>ri>yah dapat disimpulkan adalah 
                                                          
1 Suyuti Pulungan, Fiqh Siya>sah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 127. 
 


































peraturan perundang-undangan yang fundamental yang kemudian dijadikan 
sebagai sunber hukum bagi peraturan-peraturan dibawah lainya berdasarkan 
pada nilia-nilai syariat Islam. Sehingga kedudukan dari dustu>ri>yah ini 
sebagai groud gezert. Dengan demikian semua peraturan perundang-
undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap 
Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat 
yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, 
akhlak, ibadah, muamalah, dan lainya. 
Sebagai bagian dari objek kajian fiqh siya>sah yang membahas 
mengenai peramsalahan perundang-undangan dalam suatu negara, siya>sah 
dustu>ri>yah juga membahas tentang konsep-konsep dasar konstusi, latar 
belakang lahirnya sebuah peraturan, legislasi (politik hukum pembuatan 
perundangan) maupun lembaga eksekutif serta majelis syuro sebagai pilar-
pilar utama dalam kajian perundang-undangan, selain itu kajian dari siya>sah 
dustu>ri>yah juga membahas tentang konsep negara hukum (rechstaat) dalam 
Islam dan hubungan antara penguasa dengan warga negara, serta jaminan 
terhadap hak-hak asasi manusia.2 
Konsep perumusan sebuah konstitusi maka nilai-nilai dasar yang harus 
terkandung didalamya meliputi adanya jaminan hak asasi manusia setiap 
individu baik secara pribadi maupun hubungan kemasyarakatan, persaaam 
kedudukan diberabagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, budaya dan lain 
sebagainya, sehinga tujuan dibentuknya sebuah konstitusi adalah untu 
                                                          
2 Muhammad Iqbal, Fiqh siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2014), 177.  
 


































mencapai tujuan kemaslahatan umat, yang merupakan tujuan utama syariat 
Islam. 
Objek kajian dalam siya>sah dustu>ri>yah meliputi hubungan antara 
penguasa dengan warga negara, hubungan lembaga negara dengan lembaga 
negara lainya, mapun hubungan antara warga negara dengan warga negara 
lainya. Oleh karena itu, di dalam siya>sah dustu>ri>yah biasanya dibatasi hanya 
membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 
merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya.3 
 
B. Ruang Lingkup Siya>sah Dustu>ri>yah 
Objek kajian siya>sah dustu>ri>yah sangat kompleks dan luas dalam 
bidang kehidupan, permaslahan-permaslahan yang  
menjadi objek kajianya tidak bisa terlepas dari dua hal pokok diantaranya: 
1. Al-Quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus 
tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk 
melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia. 
2. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama’ dalam menentukan 
suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk 
mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai 
kemaslahatan bersama. 
                                                          
3 A.Djazuli, Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta, Kencana, 2004), 47.   
 


































Sumber dari kajian siya>sah dustu>ri>yah diantaranya: pertama al-Quran 
yaitu berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-Quran, kedua al-
Hadist yang berhubungan dengan  imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
Rasulallah Saw di dalam menerapkan hukum di Negara Arab,4 ketiga 
kebijakan-kebijakan khalifah di dalam mengendalikan pemerintahan. 
Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahanya sesuai 
dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan 
yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan ummat, 
keempat hasil ijtihad ulama’, di dalam masalah siya>sah dustu>ri>yah hasil 
ijtihad ulama’ sangat membatu dalam memahami semangat dan prinsip 
siya>sah dustu>ri>yah dalam mencapai kemaslahatan umat, kelima kebiasaan 
yang hidup dalam masyarakat (Adat kebiasaan suatu bangsa) yang tidak 
bertentangan dengan prinsip al-Quran dan hadits. 
Kebiasaan yang hidup dalam masyarakat memiliki bentuk tidak tertulis 
yang biasa disebyut dengan konvensi. Yang kemudian kebiasaan tersebut 
dijadikan sebuah rujukan dan dikodifikasikan dalam bentuk tertulis sehingga 
mengikat untuk umum. yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai 
hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan tersebut biasanya diterapkan 
didalam negara yang mayoritas beragama Islam namun dalam hal 
penerapanya tidak didasarkan pada syaraiat Islam baik al-Quran, maupun 
                                                          
4 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah..., 53.   
 


































Hadits tapi didasarkan pada kemaslahatan umat yang biasanya tidak 
menyangkut persoalan agama, suku dan budaya. 
Siya>sah dustu>ri>yah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:5 
1. Bidang siya>sah tashri>’i>yah, termasuk dalam permasalahan ahl al-h{all wa 
al-‘aqdi, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, 
Undang-Undang Peraturan Pelaksana. 
2. Bidang siya>sah tanfi>dhi>yah, termasuk dalamnya persoalan ima>mah, 
wiza>rah, ahl al-h{all wa al-‘aqdi. 
3. Bidang siya>sah  qad{a>i>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan. 
4. Bidang siya>sah idari>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
administratif dan kepegawaian. 
Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang 
pemerintahan dari pada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh: 
1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang 
teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan 
negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih 
konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan 
pemerintah.6 Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian 
dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis. 
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara 
tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya 
                                                          
5 Ibid., 58. 
6 Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan (Alumni: Bandung, 1971), 157. 
 


































mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat 
negara.7 
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatianya kepada negara (imam), karena 
yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang 
dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara. (imam).8 
4. Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang pertama yang 
dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah 
kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha 
memberikan perhatianya yang khusus kepada masalah kepala negara dan 
pemerintahan ketimbang kenegaraan lainya.9 
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak 
mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang 
lainya.10 
Walaupun demikian, ada juga diantara fuqaha dan ulama Islam yang 
membicarakan pula bagian-bagian lainya dari negara, seperti al-Farabi, Ibnu 
sina, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu rusydi, dan Khaldun. Apabila dipahami 
penggunaan kata dustu>r sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau 
Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam 
bahasa Indonesia berasal dari kata dustu>r. 
                                                          
7 Ibid., 158. 
8 A.Djazuli, Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah” ..., 
49. 
9 Ibid., 49. 
10 Wirjono Projodikiro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik (Bandung: PT. Eresco, 1971), 17-18. 
 


































Pemaknaan pengertian siya>sah dustu>ri>yah diartikan sebagai nama 
sebuah ilmu pengetahuan yang objek kajianya membahas problematika 
pemerintahan secara luas. Hal ini berdasarkan pada makna kata dustu>r yang 
berisikan sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam suatu 
pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna arti dustu>r 
dalam perundang-undangan memiliki posisi yang tinggi sehingga aturan 
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustu>r tersebut. 
Sebagai salah satu objek siya>sah dustu>ri>yah dibidang kehakiman, 
dalam Islam kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 3 yaitu: pertama wila>yah 
al-qad{a>’ yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara 
madaniat dan Hukum perdata dalam Islam termasuk perma  salahan hukum 
keluarga dan tindak pidana/jinayah11, kedua wila>yah al-h{isbah memiliki 
tugas untuk mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, dan 
menyelesaikan perkara kejahatan yang memerlukan penanganan secara 
cepat. al-muhtasib juga memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan 
mengamalkan amar makruf nahi munkar, mengawasi transaksi di pasar, 
mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tetangga dan mengadili 
orang-orang yang melanggar ketentuan syariah, ketiga wila>yah al-maz{a>li>m 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara penguasa dengan warga 
negara. Selain itu menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 
penguasa, bangsawan, ataupun keluarganya kepada warga negara. 
                                                          
11 A.Djazuli, Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah” ..., 
123. 
 


































C. Kekuasaan Kehakiman dalam Islam 
Keberadaan lembaga kehakiman Islam yang dijumpai pada sejarah 
peradilan Islam, dilaksanakan pada pemerintahan Islam dengan tujuan untuk 
menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kesewenang-
wenangan dan kezaliman dari pihak lain. Terdapat tiga model kekuasaan 
kehakiman pada masa pemerintahan Islam, yaitu: 
1. Kekuasaan al-qad{a>‘ 
a. Pengertian al-qad{a>‘ Menurut bahasa memiliki beberapa arti, di 
antaranya menyelesaikan, seperti dalam firman Allah Swt.12 
اََوَطًرا.َ.َ.َ.َ(٧٣) ََ َِىََزْيد َِمن ْ  فَ َلمَّاََق
“Maka manakala Zaid telah menyelesaikan hajatnya dari Zainab” 
(Qs. Al Ahzab: 37). 
Kemudian bermakna menunaikan seperti dalam firman Allah 
Swt.13 
َيِتَالصَّالُةَفَانْ ََِّشُرواَِفيَاألْرِضَ.َ.َ.َ.َ.َ. ِِ  فَِإَذاَُق
“Apabila sembahyang telah ditunaikan, maka pergilah ke seluruh 
pelosok bumi” (Qs. Al Jum’ah:10). 
Serta berarti menghalangi atau mencegah, dan dari arti inilah 
maka qa>d{i>- qa>d{i> disebut hakim, karena mencegah terjadinya ke 
dzaliman orang yang mau berbuat zalim. Pengertian qad{a>‘ menurut 
istilah fiqh berarti lembaga hukumatau bisa juga berarti perkataan 
yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai 
                                                          
12 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 
2013), 338. 
13 Ibid.., 442. 
 


































wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar 
mengharuskan orang mengikutinya.14 
Istilah al-qad{a>‘ dalam pandangan Islam memiliki makna yang 
dapat dipersamakan dengan pengertian peradilan atau dalam konsep 
negara modern disebut dengan rechstaat yang memiliki makana 
sebagai daya upaya untuk mencari sebuah keadilan dalam 
menyelesaikan sebuah perkara perselisihan hukum yang dilakukan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.15 
Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan 
bahwa tugas lembaga peradilan adalah menampakan sebuah hukum, 
bukan menetapkan suatu, karena pada pengertianya hukum telah ada 
dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh hakim dan tugas hakim 
hanya menerapkan hukum tersebut. 
b. Landasan hukum 
Keadilan dapat ditegakkan antara lain melalui lembaga-lembaga 
peradilan yang dibentuk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 
masyarakat, keharusan adnya lembaga peradilan dalam Islam, terdapat 
dalam firman Allah Swt.16 
َ.َ.َ.َ.َيَاََداُوُدَِإنَّاََجَعْلَناَكََخِليَفًةَِفيَاألْرِضَفَاْحُكْمَبَ ْيَنَال ٦٢نَّاِسَبِاْلَحقِ   
                                                          
14 TM Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: PT Pustaka Rizki 
Putra, 1997), 34. 
15 A Rahmad Rosyadi, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2002), 20. 
16 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah...., 363. 
 


































“Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil (Qs. Shad:36). 
Selain yang termaktub dalam ayat diatas, perintah tentang 
adanya lembaga peradilan dalam Islam diatur pula dalam Surat an-
Nisa’ ayat 6, Surat al-Maidah ayat 44, 45, 47. 49.  
Sedangkan dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah yang 
menyukai seorang hakim yang ditunjuk kemudian menjalankan 
amanatnya dengan baik, sebagaimana sabdanya:17 
َدَفََأخَْإٌِ ََ َدَاْلَحاِكُمَفََأَصاَبَفَ َلُهََأجَراِنََوِاِنَاْجََّ  ََ فَ َلُهََاْجرَ ََطََأَذاَْجََّ   
“Apabila hakim berijtihat lalu benar, maka baginya dua pahala, 
dan apabila ia berijtihad kemudian salah, maka baginya 1 
pahala”. 
 
c. Kewenangan al-qad{a>‘ 
Lembaga al-qad{a>‘ berwenang menyelesaikan perkara-perkara 
madaniat dan masalah keperdataan termasuk di dalamnya masalah 
keluarga dan masalah jinayat (tindak pidana). Selain bertugas dibidang 
Pidana maupun Perdata dalam sejarah peradaban Islam badan Peradilan 
juga pernah bertugas dalam beberapa perkara yang tidak masuk pada 
kewenangan penyelesaian para pihak. Orang yang bertugas 
menyelesaikan perkara di pengadilan semacam ini disebut dengan qa>d{i> 
(hakim). 
Kewenangan absolut untuk memeriksa memutus dan 
menyelesaiakan sebuah perkara pidana dan perdata, lembaga peradilan 
juga memiliki kewenangan yang disebut dengan kompetendi relatif 
                                                          
17 Ibnu Hajar al-Asqa>la>ni, Bulu>gh al-Mara<m min Adillati al-Ahka>m, terj. Khalifaturrahman dan 
Haer Haerudin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 638. 
 


































yakni kewennagan yang bersifat. Dalam Islam sejak dulu telah 
mengenal ide penunjukan para hakim di beberapa negara bagian yang 
dilengkapi kewenagan untuk mengadili di daerah tersebut..18 
d. Rukun al-qad{a>’ 
Rukun memiliki pengertian bagian yang kuat, yang memiliki 
fungsi menahan sesuatu, sedangkan rukun qa>d{i> sebagaiman yang 
tercantum dalam kitab al-Bahr yaitu apa yang menunjukan eksistensi 
qad{a>’ itu yang berupa perkataan maupun perbuatan. Dan sebagian 
ulama fiqh membagi rukun menjadi lima bagian, sebagaian disebutkan 
di bawah ini:19 
1) H{a>kim, yakni orang yang tunjuk langsung oleh penguasa yang diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan dakwaan - dakwaan dan 
persengketaan. 
2) H{ukum, yaitu suatu keputuan produk qa>d{i> untuk menyelesaikan 
perselisihan dan memutuskan persengketaan. 
3) Mah{ku>m bi>h, yaitu hak, hak itu adakalanya hak Allah semata, atau 
hak manusia, atau hak antara Allah dan manusia, dan yang lazim 
adalah hak dari salah satunya. 
4) Mah{ku>m ‘alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya menurut 
hukum syar’i, atau orang yang dikenai putusan untuk diambil 
haknya. 
                                                          
18 A Rahmad Rosyadi, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif..., 20. 
19 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam..., 15-18. 
 


































5) Mah{ku<m lah, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak 
manusia semata-mata (hak perdata). 
2.  Wila>yah al-h{isbah 
a. Pengertian wila>yah al-h{isbah 
Pengertian kata h{isbah diambil dari akar kata h-s-b dan berarti, 
problem, aritmetis, jumlah, pahala, berarti menghitung, menakar, 
bentuk vebal ihtasaba berarti mempertimbangkan, mengharapkan 
pahala di akhirat dengan menambahkan amal saleh pada saat 
perhitungan seseorang dengan Allah, dari sinilah penggunaan kata 
benda ihtisab lalu diidentikkan dengan aktifitas-aktifitas seseorang 
yang mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan dan melarang 
mereka berbuat kejahatan (munkar) dengan harapan untuk 
mendapatkan pahala di akhirat.20 
Singkatnya hi{sbah adalah kantor di mana pejabatnya yang 
disebut muhtasib mempunyai tugas mengajak pada kebaikan dan 
mencegah kejahatan, ini merupakan kode etik Islami. 
b. Dasar hukum 
Dasar hukum pembentukan lembaga al-h{isbah adalah sunah, 
termasuk kategori sunnah atau perbuatan Nabi Muhammad Saw 
sendiri. Pada suatu hari Rasulullah melihat melihat setumpuk makanan 
yang dijual di pasar Madinah. Makanan tersebut menarik perhatiaan 
baginda, ketika beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan 
                                                          
20 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam (Bandung: CV Persada, 2001), 9. 
 


































makanan, ternyata pedagang itu melakukan tindakan curang dengan 
cara menampakkan makanan yang baik di atasnya, tetapi 
menyembunyikan yang buruk di dalamnya. Ditambah lagi ketiak 
beliau melakukan melakukan inspeksi ke berbagai pasar, kemudiam 
mendapatkan beberapa pedagang menjual makanan yang kadalursa, 
menimbang dengan cara yang curang dan melihat kendaraan yang 
punuh sesak melebihi kapasitas. 
Rasululah kemudian memberikan teguran kepada para penjual di 
pasar dengan mengucapkan; “Hai orang, janganlah di antara kaum 
muslimin yang berlaku curang, dan barang siapa yang berlaku curang, 
dia bukannlah dari pihak kami.”21 
Berdasarkan peristiwa diatas kemudian Rasulullah mengangkat 
beberapa petugas yang bertugas untuk melakukan pengawasan di 
pasar. Pada saat itu Rasulullah mengangkat seorang sahabat Said Ibn 
Ash Ibn Umayyah menjadi pengawas di pasar Mekkah pada saat 
Mekkah ditundukan, Khalifah Umar mengangkat seorang perempuan 
yang diposisikan sebagai petugas di pasar Madinah. Pada masa itu juga 
wila>yah al-h{isbah mulai berkembang dengan dilengkapi sarana dan 
perlengkapan dalam melaksnakan fungsinya dan kemudian semakin 
berkembang pada masa-masa selanjutnya. 
c. Tugas wila>yah al-h{isbah. 
                                                          
21 Ibid., 35. 
 


































Tugas muhtasib bisa dibedakan sebagai berikut:22 
1) Berhubungan dengan hak-hak Allah  
a) Mengawasi pelaksanaan sholat jum’at dan jama’ah, 
b) Mencegah tindak kemunkaran dalam muamalah, 
c) Etika umum, mencegah manusia dari perkara syubhat, 
2) Berhubungan dengan hak-hak manusia - Mencegah tindakan 
menunda-nunda dalam menunaikan hak dan hutang. Memberikan 
perlindungan dan menanggung kehidupan anak-anak. Tidak melukai 
hak-hak para tetangga. 
3) Berhubungan dengan layanan publik 
a) Mengawasi peran pemerintah dalam menjaga gedung publik dan 
masjid, melindungi anak-anak jalanan dengan menggunakan 
harta kaum muslimin, 
b) Menekankan pada pemilik hewan untuk memberikan makan, dan 
tidak memanfaatkannya untuk pekerjaan yang tidak kuat untuk 
ditanggungnya. 
c) Mencegah kemuliaan di perumahan masyarakat, dan mencegah 
imam untuk memanjangkan bacaan sholat.  
d) Menjaga adab dan etika Islam dengan memisahkan laki-laki dan 
perempun. 
e) Mengawasi transaksi pasar, jalan-jalan umum dan penarikan 
pajak. 
                                                          
22 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 199. 
 


































f) Memberikan kemuliaan pada para dokter dan pengajar. 
g) Memuliakan produsen.  
3.  Wila>yah al-maz{a>li>m 
a. Pengertian al-maz{a>li>m 
Akar kata al-maz{a>li>m merupakan jama’ dari kata al-maz{lama>t 
yang memiliki arti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang-orang 
zalim dari tangan seseorang. Wila>yah al-maz{a>li>m merupakan sebuah 
badan peradilan yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari badan 
peradilan lainya. Badan ini berwenang untuk memeriksa perkara-
perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Mengadili 
perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh 
penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa.23 
b. Sejarah wila>yah al-maz{a>li>m 
Wila>yah al-maz{a>li>m ini mulai terpikirkan pada masa pemerintah 
khalifah Ali  bin Abi Thalib, ini disebabkan karena beliau merasa perlu 
mempergunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki 
pengaduan-pengadun terhadap penguasa-penguasa yang berbuat 
kedzaliman. Permulaan khalifah yang sengaja mengadakan waktu-
waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat 
pada para pejabat ialah Abdul Malik Ibn Marwan mereka menentukan 
hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan rakyat terhadap para 
pejabat negara. 
                                                          
23 A Rahmad Rosyadi, Arbitrase dalam Perspekif Islam dan Hukum positif..., 39. 
 


































Pengadilan dalam memutus perkara-perkara kezaliman pada 
masa itu dilakukan di masjid-masjid, sekolahan ataupun tempat-tempat 
umum lainya dengan dilengkapi bermacam - macam perlengkapan agar 
pengadilanya mempunyai kewibawaan yang penuh dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya.24 
c. Tugas wila>yah al-maz{a>li>m 
Imam Mawardi menerangkan bahwa perkara-perkara yang 
diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam yaitu: 
1) Penganiayaan para penguasa terhadap perseorangan maupun 
masyarakat secara komunal. 
2) Segala bentuk kecurangan yang dilakukan aparat negara dalam 
menjalankan tugas sebagai pengumpul zakat atau harta kekayaan 
negara lainya. 
3) Melakukan pengawasan terhadap kode etik para pejabat. 
4) Pengaduan yang dilaporkan oleh angkatan bersenjata yang 
disebabkan gaji mereka di potong ataupun ditangguhkan 
pembayaranya. 
5) Mengembalikan kepad rakyat hak-hak mereka yang diambil  oleh 
penguasa dengan cara yang dzalim. 
6) Memperhatikan harta-harta wakaf. 
                                                          
24 TM Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam...., 94. 
 


































7) Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat 
dilaksanakan oleh hakim itu sendiri, karena orang yang dijatuhkan 
hukuman atasnya adalah orang yang tinggi derajatnya. 
8) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat 
umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas h{isbah. 
9) Memelihara hak-hak Allah, 
10) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di 
antara pihak yang bersangkutan.  
d. Rukun wila>yah al-maz{a>li>m 
Kelengkapan lembaga majelis wila>yah al-maz{a>li>m bisa sempurna 
dengan dihadiri oleh kelompok berikut ini;25 
1) Pengacara dan pembantu, memberika bantuan jika terjadi 
kesewenang-wenangan dalam memberikan putusan peradilan, 
2) Qa>d{i> (hakim) dan pemimpin, memberikan isyarat pada pelaku ke 
dzaliman pada jalan yang lurus, mengembalikan hak pada 
pemiliknya, 
3) Ahli fiqh, sebagai pertimbangan pendapat yang terkait dengan 
persoalan syar’i, 
4) Penulis, mencatat jalannya sidang dan keputusan yang dihasilkan. 
5) Saksi, memberikan persaksian bahwa apa yang diputuskan hakim 
tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. 
                                                          
25 Ahmad Ibrahim Abi Sinn, Manajemen Syari’ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer..., 
197. 
 


































KEPUTUSAN YANG TIDAK BISA DIAJUKAN SEBAGAI OBJEK 
SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 2 TAHUN 2020 
A. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang 
kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan 
pandemi Corona Disearse 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka 
menghadapi  ancaman yang membehayakan perekonomian nasional dan/atau 
stabilitas sitem keuangan menjadi undang-undang.1 
Undang-Undang ini bermuara dari kebijakan Presiden Jokowi yang 
mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atas dasar kesepakatan dari 
DPR dengan pemerintah pada rapat paripurna DPR dalam rapat selanjutnya. 
Kewenangan meluarkan Perppu secara konstitusional diatur dalam pasal 22 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1) bahwa “dalam hal ikhwal 
kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peratutan 
pemerintah pengganti undang-undang”2, yang kemudian pasal tersebut 
ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-
                                                          
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disearse 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membehayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 
2 Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
 


































VIIVII/2009 yakni menafsirkan kata kegentingan yang memaksa sebagai 
berikut: Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah secara tepat 
berdasarkan undang-undang, 
1. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 
terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak 
memadai, atau 
2. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara 
membuat undang-undang secara prosedural biasa karena akan 
memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak 
tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.3 
Menutut Jimly terdapat 3 (tiga) unsur penting untuk 
mengklarifikasikan keadaan bahaya yang masuk kategori kegentingan yang 
memaksa diantaranya: “pertama adanya unsur kondisi ancaman yang 
membahayakan (dangerous threat), kedua adanya unsur kebutuhan yang 
mengharuskan (reasonable  necessity), ketiga adanya unsur keterbatasan 
waktu (limited time) yang tersedia”. 
Atas dasar unsur tersebut jimly menyatakan adannya tiga unsur syarat 
materiil untuk adanya penetapan suatu peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang, diantaranya:4 
1. Ada kebutuhan mendesak untuk bertindak atau yang diistilahkan  
olehnya sebagai reasonablenecessity. 
2. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat 
kegentingan waktu, dan 
3. Tidak tersediannya alternatif lainya atau menurut rasio alternatif 
lain diperkirakan tidak akan mengatasi keadaan sehingga dengan 
penerbitan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
menjadi sebuah cara untuk mengatasi keadaan tersebut. 
                                                          
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. 
4 Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona”, Buletin 
Hukum dan Keadilan. Vol. 4, No. 1. 2020, 37. 
 


































Senada dengan Jimlly, Bagir Manan memasukan 2 (dua) unsur umum 
dalam menentukan suatu keadaan kegentingan yang memaksa meliputi krisis 
(crisis) dan keadaan yang mendesak (emergency). Menurutnya suatu keadaan 
krisis terjadi apabila terdapat gangguan yang berpotensi menimbulkan 
kegentingan dalam kondisis mendesak (a gravee and suden disturunse). 
Kemudian kondisi dikategorikan Kemendesakan (emergency) apabila terjadi 
keadaan yang tidak dinginkan sebelumnya yang tidak diprediksi sebelumnya 
dan menuntut sebuah penanganan secara insidentil (segera) tanpa harus 
menunggu permusyawaratan terlebih dahulu, atau adanya tanda permulaan 
yang nyata dan menurut akal manusia  yang wajar  apabila tidak ambil 
tindakan  segera akan menimbulkan disharmoni baik dalam masyarakat 
maupun terhadap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.5 
Apabila dilihat dari penjelasan tolak ukur keadaan kegentingan yang 
memaksa sebagai pra syarat untuk mengeluarkan sebuah Perppu, maka 
keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah memenuhi syarat secara 
umum, tujuan dari pembentukan Perppu yang kemudian telah disahkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yakni: 
1. Memberi landasan dan legititimasi bagi pemerintah dalam mengelurkan 
kebijakan dan langkah-langkah tertentu dalam rangka penanggulangan 
krisis kesehatan serta ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19, 
                                                          
5 Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona”..., 37. 
 


































2. Sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 yang 
mengancam dan membahayakan perekonomian nasional dan stablitas 
sistem keuangan negara. 
Sebagai upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi yang menurun 
akibat pandemi covid 19 Negara memerlukan anggaran tambahan yang 
belum dianggarkan dalam APBN 2020, tentu saja karena pandemi covid-19 
ini tidak  pernah disangka akan melanda Indonesia pada pembuatan anggaran 
tahun 2020. Adanya kebutuhan akan anggaran tambahan ini dianggap 
sebagai landasan yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan realokasi dan 
reficuting anggaran pada APBN tahun anggaran 2020. Keadaan mendesak 
lainya adalah karena adanya kebutuhan anggaran tambahan untuk 
membiayai defisit yang diperkirakan dapat melampau maksimal 3 persen 
dari produk domestik bruto sebagaimana yang diabatasi oleh Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Akibat pandemi 
berimplikasi terhadap pembatasan kegiatan usaha ini juga, pemerintah 
merasa perlu untuk menetapkan kebijakan dibidang perpajakan, keuangan 
daerah dan pembiayaan negara.6 
Berdasarkan kegentingan tersebut, Pemerintah berdasarkan pandangan 
subjektifnnya menganggap terdapat keadaan yang mendesak untuk tidak 
memberlakukan sementara beberapa peraturan perundanng-undangan yang 
berlaku. Hal tersebut secara rinci diatur dalam pasal 28 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa: 
                                                          
6 Ibid., 38. 
 


































Pasal tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang tentang perubahan ke empat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan anatar pemrintah pusat 
dan pemerinta daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta 8 (delapan) 
undang-undang lainya.7 
Secara inplisit muatan materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
yang terdiri dari 6 Bab yang hampir semuanya berbicara mengenai persoalan 
ekonomi semata nyaris tidak ada satu pasal pun terkait penanganan pandemi 
covid 19. Adapun muatan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut; 
Bab I.  Ruang Lingkup 
Bab II. Kebijakan Keuangan Negara yang terdiri dari 
1. Penganggaran dan pembiayaan, 
2. Kebijakan dibidang keuangan daerah, 
3. Kebijakan dibidang perpajakan, 
4. Pelaksanaan progam pemulihan ekonomi nasional, 
5. Pelaksanaan kebijakan keuangan negara, 
6. Pelaporan, 
Bab III. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, terdiri dari: 
1. Kebijakan stabilitas sistem keuangan, 
2. Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Bank Indonesia, 
3. Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan, 
4. Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh otoritas jasa 
keuangan, 
5. Kewenangan oleh pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah 
Bab IV. Ketentuan Saksi, 
                                                          
7 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disearse 2019 (Covid-19) 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membehayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 
 


































Bab V.  Ketentuan Penutup.8 
 
Sehubungan dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 ini Menteri Keuangan (Sri Mulyani) memaparkan bahwa: 
undang-undang tersebut bertujuan untuk merelaksasi beberapa 
peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam menghadapi 
Covid 19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Presiden telah 
mengatakan bahwa saat  ini negara dalam kondisi kegentingan yang 
memaksa.Menurutnya keberadaan aturan tersebut merupakan langkah 
awal dan menjadi landasan hukum agar pemerintah dan otoritas terkait 
dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat luar biasa 
(extraordinary action) secara cepat dan tetap akuntabel untuk 
penanganan pandemi bila diperlukan. Upaya dan komprehensif dan 
cepat sangat diperlukan mengingat penyebaran Covid-19 bukan hanya 
masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak 
pada aspek sosial, ekonomi dan mempengaruhi fundamental 
perekonomian nasional. Disamping itu terdapat ketidakpastian 
mengenai luasnya penyebaran serta panjangnya periode pandemi Covid 
19 ini.9 
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 menuai banyak kritikan dari banyak pihak 
yang terdiri dari pengamat politik, ekonomi, hukum, sosial dan elemen 
masyarakat lainya. Bagi sebagian orang yang setuju terhadap keberadaan 
undang-undang ini menganggap bahwa peraturan ini menjadi legitimasi kuat 
bagi pejabat negara untuk melakukan pemulihan instabilitas perekonomian 
secara nasional. Namun tidak jarang juga yang mengkritik keras undang-
undang ini, terutama rumusan yang diatur dalam pasal 27 yang seakan 
memberikan perlindungan hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
(KSSK).  
                                                          
8 Ibid. 
9 Kompas, “Sri Mulyani: Menguak Tabur Dari Kejanggalan Perppu No. 1 2020”, dalam 
https://www/google.com/amp/s/www.law-justice.co/amp/84613/analisi-hukum-menguak-tabur-
dari-kejanggalan-perppu-no-1-2020. Diakses pada 28/11/ 2020, pukul 21:41. 
 


































Keberadaan pasal ini oleh sebagian pihak di ajukan permohonan ke 
Mahkamah Konstitusi semenjak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini 
dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Salah satu titik sentral dari 
gugatan mereka adalah dengan keberadaan pasal 27 ayat (3) yang berkaitan 
dengan objek gugatan Tata Usaha Negara.10 Yang menyebutkan “Segala 
tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang ini 
bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan Tata 
Usaha Negara”.11 
 
B. Keputusan Yang Tidak Bisa Diajukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha 
Negara. 
 
1. Unsur Keputusan. 
Keberadaan istilah Keputusan tata usaha negara pertama kali 
diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman yaitu Otto Meyer dengan 
istilah tungsakt istilah ini pertama kali diperkenalkan di Belanda dengan 
istilah beschikking oleh van Vollenhoven dan C.W van der pot yang 
kemudian oleh beberapa penulis disebut sebagai de vader van het moderne 
beschikkingsbegrip (bapak dari konsep beschikking modern).12 
Di Indonesia sendiri istilah beschikking diperkenalkan pertama kali 
oleh  W.F Prins. Istilah beschikking ada yang menerjemahkan dengan 
                                                          
10 Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona”...,  36-37. 
11 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disearse 2019 (Covid-19) 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membehayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 
12 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia 
(Jakarta: Kencana, 2011) 139-140. 
 


































ketetapan, seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan oleh 
beberapa pakar hukum lainya. Sementara itu Djenal Hosein dan Muchsan 
mengatakan bahwa arti kata beschiking dimaknai dengan keputusan 
dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dengan istilah 
ketetapan. Menurutnya istilah ketetapan di Indonesia sudah memiliki 
pengertian teknis yuridis yaitu sebagai ketetapan MPR yang memiliki 
sifat mengikat keluar dan kedalam sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004, istilah beschikking diterjemahkan dengan 
keputusan.13 
Istilah beschiking  oleh beberapa pakar hukum dianggap sudah 
terlalu tua, dan dari segi kebahasaan digunakan dalam banyak arti, 
meskipun demikian pembahasan istilah beschikking hanya dibatasi dalam 
pengertian yuridis, khususnya Hukum Administrasi Negara. Menurut 
H.D. van Wijk, beschikking merupakan keputusan pemerintahan untuk 
hal yang bersifat konkrit, individual (tidak ditunjukan untuk umum), dan 
sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis utama pemerintahan.14 
Sebelum menguraikan unsur keputusan tersebut, terlebih dahulu 
dikemukakan pengertian keputusan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 
Administrasi Belanda (AwB) dan menurut pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 
yakni sebagai berikut keputusan adalah pernyataan kehendak tertulis 
                                                          
13 Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara (Bandung: 
Alumni, 1979), 47. 
14 Ibid., 141. 
 


































secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, yang diberikan berdasarkan 
kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau Hukum 
Adminitrasi Negara, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan 
atau pengakiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan 
hubungan hukum baru yang memuat penolakan sehingga terjadi 
penetapan,  perubahan, penghapusan, atau penciptaan). 
Berdasarkan definisi diatas tampak ada bebrapa unsur keputusan 
yaitu: 
a. Suatu pernyataan kehendak tertulis, 
b. Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata 
Negara atau Hukum Administrasi Negara. 
c. Bersifat sepihak, 
d. Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum, 
e. Yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran 
hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum 
baru, yang memuat penolakan, sehingga terjadi penetapan, perubahan, 
penghapusan, atau penciptaaan, 
f. Berasal dari organ pemerintahan. 
Keputusan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 
yaitu “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 
tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat 
 


































konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata”15. 
Berdasarkan pengertian diatas tampak bahwa keputusan memiliki 
unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Penetapan tertulis, 
b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, 
c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
d. Bersifat konkrit, individual dan final, 
e. Menimbulkan akibat hukum, 
f. Seseorang atau badan hukum perdata.16 
Berikut ini akan dijelaskan unsur-unsur keputusan tersebut secara 
teoritik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan: 
a. Pernyataan kehendak sepihak secara tertulis 
Secara teoritik hubungan hukum publik senantiasa bersifat 
sepihak atau bersegi satu, oleh karena itu hubungan hukum publik 
berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang hukum perdata 
yang bersifat dua pihak atau lebih, karena dalam hukum perdata 
disamping ada kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi yang 
berupa kebebasan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan 
hubungan hukum atau tindakan serta menentukan apa isi hubungan 
                                                          
15 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
16 Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara...,  143-144. 
 


































hukum tersebut.17 sebagai pernyataan kehendak sepihak perbuatan atau 
penetapan keputusan hanya berasal dari pihak pemerintah dan tidak 
terganggu oleh pihak lain. 
Pemerintah dihadapkan pada situasi dan kondisi konkret, 
pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelenggaran 
peristiwa tersebut, maka pemerintah diberikan wewenang untuk 
mengambil tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkanya 
dalam bentuk tertulis. Maka menurut F.C.M.A. Michielis, keputusan 
adalah sebagai tindakan hukum yang merupakan wujud dari alasan-
alasan kehendak, pilihan tindakan, dengan demikian jelas bahwa 
keputusan merupakan pernyataan kehendak secara sepihak yang 
dituangkan dalam bentuk tertulis. 
Menurut Soehardjo, keputusan tata usaha negara adalah 
keputusan sepihak dari organ pemerintahan. Ini tidak berarti bahwa 
kepada pihak siapa keputusan itu ditunjukan sebelumnya sama sekali 
tidak mengetahui akan adanya keputusan itu, dengan kata lain bahwa 
inisiatif sepenuhnya ada apada pihak pemerintah. Pada umumnya para 
sarjana hukum berpendapat bahwa keputusan sepihak karena 
bagaimanapun keputusan itu tergantung dari pemerintah, yang dapat 
memberikan atau menolaknya. 
Kehendak sepihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis 
tersebut muncul dalam dua kemungkinan yaitu ditunjukan kedalam 
                                                          
17 Amrullah Salim, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata 
(Bandung: Alumni, 1985), 144. 
 


































administrasi negara sendiri, dan ditunjukan keluar administrasi yang 
berlaku bagi warga negara atau badan hukum perdata, kemudian 
berdasarkan pembagian ini memunculkan dua jenis keputrusan yaitu 
keputusan intern dan keputusan ekstern, kemudian yang disebut 
keputusan tata negara adalan keputusan ekstern yang berarti 
ditunjukan ke luar dari administrasi. 
Penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 pengertian penetapan tertulis menunjukan pada isi dan bukan 
kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata 
usaha negara. Keputusan tersebut diharuskan dalam bentuk tertulis, 
namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti 
surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, persyaratan tertulis 
tersebut ditunjukan untuk kemudahan dalam pembuktian. Oleh karena 
itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan 
merupakan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara apabila 
memiliki unsur sebagai berikut: 
1) Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkanya, 
2) Maksud serta mengenai hal apa isi putusan itu, 
3) Kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan apa yang ditetapkan di 
dalamnya.18 
b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara 
                                                          
18 Ibid., 151. 
 


































Sebagai suatu keputusan tata usaha negara, keputusan tersebut 
juga marupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang 
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka 
pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan. Selanjutnya mengenai 
apa dan siapa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha 
negara sebagai subjek tergugat diatur dalam pasal 1 angka 2, yang 
berbunyi: “badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau 
pejabat yang melakukan urusan pemerinahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”.19 
Tolak ukur dari pengertian badan atau pejabat tata usaha negara 
disini ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan badan atau pejabat 
tata usaha negara pada saat tindakan hukum tata usaha negara itu 
dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari 
urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan 
fungsi demikian, juga dapat dikategorikan sebagai badab atau pejabat 
tata usaha negara. 
Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dimaksud adalah 
segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang 
bukan merupakan tugas dan fungsi lembaga legislatif maupun 
yudikatif. Untuk itu tidak terbatas hanya pada instansi-instansi resmi 
yang berada dilingkungan pemerinta saja, tetapi dimungkinkan juga 
                                                          
19 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 


































instansi yang berda dibawah kekuasaan legislatif maupun yudikatif 
bahkan juga pejabat tata usaha negara dalam konteks subjek di 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Berdasarkan sifatnya keputusan merupakan fenomena 
kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ kenagaraan dan 
pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan sebuah keputusan, 
meskipun demikian keputusan yang dimaksud hanyalah keputusan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku pejabat administrasi negara. 
Keputusan yang dikelurkan oleh organ-organ kenegaraan bukan 
termasuk dalam pengertian beschikking berdasarkan hukum 
administrasi negara.20 
Pembatasan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan siapa 
yang disebut dengan pemerintah atau pejabat tata usaha negara, maka 
berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, 
“tata usaha negara adalah administrasi yang melaksanakan fungsi 
pemerintah baik dipusat maupun di daerah”.21 Dalam penjelasanya 
dijelaskna bahwa urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat 
eksekutif. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa kata pemerintahan 
diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif. Artinya pemerintah 
merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan. Selain organ 
dan fungsi pembuatan perundang-undangan dan peradilan.  
                                                          
20 Amrullah Salim, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata ..., 151. 
21 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 


































Beragamnya lembaga atau organ pemerintahan dan yang dipersamakan 
dengan organ pemerintahan menunjukan bahwa pengertian badan atau 
pejabat tata usaha negara memiliki cakupan yang sangat luas, yang 
berarti luas pula pihak-pihak yang dapat diberikan wewenang 
pemerintahan untuk membuat dan mengluarkan sebuah keputusan. 
c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Keputusan merupakan sebuah tindakan hukum pemerintahan, 
dalam konsep negara hukum segala tindakan hukum pemerintahan 
harus didasarkan pada asas legalitas, yang berarti, pemerintah tunduk 
pada undang-undang, dalam hubunganya dengan tugas dengan 
pelaksanaan tugas, pemerintah harus tunduk pada asas legalitas 
sebagaimana telah dirumuskan secara tersendiri dalam prinsip negara 
hukum meliputi ungkapan; prinsip pemerintahan berdasarkan hukum”. 
Esensi dari asas legalitas adalah wewenang yaitu kemampuan untuk 
melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. 
Pembuatan keputusan tata usaha negara harus didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan 
pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan 
perundang-undangan, tanpa dasar kewenangan tersebut segala bentuk 
keputusan yang dikeluarkan tidak sah, keputusan itu akan 
menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan 
tersebut, karena itu pembuatanya harus didasarkan pada kewenangan 
 


































yang sah, organ pemerintah dapat memperoleh kewenangan tersebut 
dari 3 cara yaitu: 
1) Atribusi, 
2) Delegasi atau 
3) Mandat.22 
d. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara 
Sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan diatas, suatu penetapan 
tertulis adalah satu bentuk dari keputusan badan atau pejabat tata 
usaha negara, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu 
tindakan hukum tata usaha negara. Dalam suatu tindakan yang 
menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapusnya suatu 
hubungan tata usaha negara yang telah ada. Dengan kata lain untuk 
dapat dianggap suatu penetapan tertulis, maka tindakan badan atau 
pejabat tata usaha negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum. 
artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum tata 
usaha negara.23 
e. Bersifat konkret, individual dan final 
Bersifat konkret artinya objek keputusan tata usaha negara yang 
dikeluarkan tidak abstrak, artinya berwujud tertentu atau dapat 
ditentukan. Berifat individual bermakna keputusan tata usaha negara 
tidak ditunjukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal 
                                                          
22 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara Indonesia...,  151-152. 
23 Ibid,, 375-376. 
 


































yang dituju, sedangkan jika keputusan tersebut ditunjukan kepada 
masyarakat umum maka termasuk dalam peraturan dan bukan 
merupakan objek sengketa tata usaha negara. Bersifat final artinya 
sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. 
Keputusan yang masih memerlukan kesepakatan dari atasan atau 
instansi lain belum bersifat final, karenanya belum menimbulkan suatu 
hak dan kewajiban kepada pihak yang bersangkutan.24 
f. Menimbulkan akibat hukum 
Keputusan merupakan wujud konteks dari tindakan hukum 
pemerintah, secara teoritis tindakan hukum adalah tindakan-tindakan 
yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tetentu. 
Dengan demikian tindakan hukum pemerintahah adalah tindakan 
hukum yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah untuk 
menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya dibidang 
pemerintahan atau adminisrasi negara. 
Meskipun pemerintah dapat melakukan tindakan hukum privat, 
namun dalam hal ini hanya dibatasi pada tindaakan pemerintah yang 
bersifat publik saja, tindakan hukum yang bersifat publik hanya dapat 
lahir dari kewenangan yang bersifat publik pula. Dalam tindakan 
hukum pemerintahan tampak bahwa keputusan merupakan instrumen 
yang digunakan oleh organ pemerintahan dalam bidang hukum publik 
dan digunakan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. 
                                                          
24 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 


































g. Seseorang atau badan hukum perdata. 
Ketentuan dalam hukum perdata dikenal istilah subjek hukum, 
yaitu pendukung suatu hak-hak dan kewajiban, subjek hukum dibagi 
menjadi 2 yaitu manusia (natuurlijke persoon), dan badan hukum 
(rechtpersoon), kualifikasi untuk melihat subjek hukum adalah mampu 
atau tidak mampu, sehingga keputusan sebagai wujud dari tindakan 
hukum sepihak pemerintahan hanya ditunjukan pada subjek hukum 
berupa seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kecakapan 
untuk melakukan tindakan hukum. 
2. Unsur Objek Gugatan Tata Usaha Negara. 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan yang pertama kali 
mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan agar lebih sesuai 
dengan harapan dan pedoman bagi badan atau pejabat pemerintahan. 
Selain itu juga sebagai hukum administrasi materiil dari sistem peradilan 
di Indonesia. 
Sistem kontinental yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia, 
menempatkan peradilan administrasi sebagai salah satu unsur penting 
dalam negara hukum. Dikemukakan oleh Yuslim bahwa perbedaan bahwa 
perbedaan pokok antara sistem hukum kontinental dan sistem anglo saxon 
dalam praktek bernegara adalah dalam konsep kontinental mengenal 
adanya peradilan administrasi negara sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman, sedankan dalam sistem anglo saxon tidak mengenal adanya 
 


































peradilan administrasi negara. Prinsip equality before the law  dalam 
sistem hukum anglo saxon menghendaki perlakuan yang sama terhadap 
warga negara dan penyelenggaraan negara. 
Pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara 
sebagai akibat dikeluarkanya keputusan tata usaha negara oleh pejabat 
atau badan tata usaha negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat 
daerah. Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek 
penyeleggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulknya 
lembaga negara yang mendukung terlaksannaya pemerintahan. 
Objek sengketa yang berupa keputusan tata usaha negara adalah 
perbuatan hukum pemerintah dibidang hukum publik. Perbuatan hukum 
ini harus berdasarkan hukum yang berlaku artinya sesuai dengan asas 
legalitas dari hukum administrasi negara. Asas legalitas sendiri menurut 
Sjachran Basah adalah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis 
antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum 
berdasarkan prinsip monodualistik selaku pilar-pilar yang sifat 
hakekatnya konstitutif. Asas legalitas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan harus dipenuhi, karena sebagai negara hukum segala 
tindakan hukum pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku 
dan sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum bagi warga negara.25 
                                                          
25 W. Ridwan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Universitas 
Atma Jaya, 2002), 20. 
 


































Mengenai tindakan hukum pemerintah, Van Vollenhoven 
berpendapat bahwa tindakan pemerintah adalah pemeliharaan 
kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh 
penguasa tinggi dan rendahan. Sementara itu Van Poelje dalam laporanya 
tahun 1972 menyebutkan “publiek rechtelijke handeling” atau tindakan 
dalam hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi 
pemerintahan. Pendapat lain dikemukakan oleh Romeijin bahwa tindakan 
pemerintah adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat 
administrasi negara yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang 
berada diluar lapangan hukum administrasi negara, seperti keamanan, 
peradilan dan lain sebagainya dengan maksud menimbulkan akibat hukum 
dalam bidang hukum administrasi negara.26 
Objek sengketa tata usaha negara sesuai dengan pasal 1 huruf c 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu penetapan tertulis berupa 
keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final 
serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata, perluasan objek sengketa tata usaha negara yang tidak diatur di 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang disebut dengan keputusan 
tata usaha negara fiktif atau negatif, Perluasan makna keputusan tata 
usaha negara diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 sebagai berikut: 
a. Penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual, 
                                                          
26 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara Indonesia...,  153. 
 


































b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat dilingkungan eksekutif, 
legislatif dan yudikatif serta penyelenggara negara lainya, 
c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum 
pemerintahan baik (AUPB), 
d. Bersifat final dalam arti lebih luas, 
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau 
f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.27 
Mengutip ketentuan diatas maka yang termasuk kategori keputusan 
tata usaha negara selain sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 huruf c 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, maka termasuk pula keputusan tata usaha 
negara berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka berdasarkan ketentuan 
dalam kedua undang-undang tersebut mengakibatkan makna keputusan 
tata usaha negara menjadi lebih luas, secara garis besarnya terdapat dua 
macam perbuatan pemerintah yaitu:28 
a. Perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-
undangan (regeling), 
b. Perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (materiele daad), 
Perbuatan pemerintah dalam penerbitkan suatu ketetapan 
(beschiking). Bahwa secara umum Menurut Guru Besar Hukum Tata 
Negara UIN Sunan Ampel Surabaya  Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H. 
MH. Dalam bukunya Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara 
                                                          
27 Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminnistrasi Pemerintahan. 
28 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara 
Indonesia..., 112. 
 


































Peradilan  Tata Usaha Negara Indonesia syarat-syarat untuk sahnya suatu 
keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut: 
a. Syarat materiil 
1) Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang, 
2) Karena keputusan itu suatu kehendak (wilsverklaring) maka 
pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, 
3) Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam 
peraturan dasarnya ddan pembuatanya harus memperhatikan cara 
(prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan 
dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut, 
4) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan 
peraturan dasar. 
b. Syarat formil 
1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan 
dibuatnya keputusan yang berhubungan dengan cara dibbuatnya 
keputusan harus dipenuhi, 
2) Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan, 
3) Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukanya 
keputusan harus dipenuhi, Jangka waktu yang ditentukan antara 
timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan 
diumumkanya keputusan itu tidak boleh dilewati.29 
                                                          
29 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara Indonesia ...,  322-323. 
 


































3. Unsur Keputusan Yang Tidak Bisa Diajukan Sebagai Objek Sengketa 
Tata Usaha Negara 
 
Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pembatasan 
objek sengketa Tata Usaha Negara, diantaranya: 
a. Pembatasan langsung 
Pembatasan langsung merupakan pembatasan yang tidak dim 
ungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk, 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. hal 
tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Peratun yaitu: 
1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diantaranya: 
a) Keputusan tata usaha negara merupakan perbuatan hukum 
perdata. 
b) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan 
yang bersifat umum, 
c) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan 
persetujuan, 
d) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan 
ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan undang-
undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-
undangan yang lain yang bersifat hukum pidana, 
e) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perauran 
perundang-undangan yang berlaku, 
f) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara 
Nasional Indonesia, 
g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di- 
daerah mengenai pemilihan umum.30 
2) Pasal 49, yang menyebutkan: 
Peradilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal 
keputusan yang disengketakan itu dilakukan: 
                                                          
30 Pasal 2 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 


































a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, 
atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.31 
Keadaan tersebut bisa terjadi pada prinsipnya tergantung pada 
hasil penafsiran dari apa yang ditentukan dalam masing-masing 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing 
keadaan, sehingga sifatnya akan berbeda satu sama lain. 
Penjelasan pasal tersebut hanya menjelaskan tentang apa yang 
dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan 
negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau 
kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Beberapa keputusan yang dikeluarkan dalam 
praktek seringkali didalilkan oleh para pihak sebagai keputusan yang 
dikeluarkan dalam keadaan mendesak dan untuk kepentingan umum, 
baik yang disebutkan didalam keputusan objectum litis, maupun  yang 
didalilkan dalam persidangan ketika terjadi gugatan. 
Untuk membuktikan apakah suatu keputusan benar diterbitkan 
dalam keadaan mendesak serta apakah suatu keputusan diterbitkan 
untuk kepentingan umum ataukah tidak, maka majelis hakim yang 
memeriksa perkara tersebut perlu untuk memeriksa dan 
mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak 
dipersidangan, sehingga dengan demikian pemeriksaan dan 
                                                          
31 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 


































pertimbangan Majelis Hakim sudah masuk pada pokok perkara bukan 
hanya pada formalitas gugatan.32 
Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, majelis 
hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan yang digugat 
diterbitkan bukan dalam keadaan yang mendesak dan bukan untuk 
kepentingan umum, maka sudah seharusnya menurut hukum gugatan 
tersebut dikabulkan dan obyek gugatan dinyatakan batal, apabila 
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata 
keputusan yang digugat memang diterbitkan dalam keadaan yang 
mendesak dan demi kepentingan umum , maka sudah seharusnya pula 
menurut hukum gugatan dinyatakan ditolak.33 
Pengujian keputusan dalam praktik perkara di Peradilan Tata 
Usaha Negara akan diketahui melalui putusan-putusan pengadilan 
khususnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Alasan mengapa pembahasan terhadap putusan 
pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang 
didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul 
secara sah dipersidangan. Kualitas putusan pengadilan berkolerasi 
dengan propesionalitas, kecerdasaran moral dan kepekaan hati nurani 
hakim. Pertimbangan hukum (legal reasoning) sebagai landasan dalam 
                                                          
32 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia..,  
113. 
33 Ibid., 114. 
 


































mengluarkan putusan yang dipakai oleh majelis hakim merupakan 
determin dalam melihat kualitas putusan. 
b. Pembatasan tidak langsung 
Pembatasan tidak langsung merupakan bentuk pembatasan yang 
bersifat relatif, artinya masih ada kemungkinan bagi Pengadilan Tata 
Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa 
tata usaha negara dengan catatn seluruh upaya administrasi telah 
ditempuh untuk keseluruhan. Pembatasan tersebut diatur dalam pasal 
48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dirubah dengan 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi: “Pengadilan 
baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata 
usaha negara sebagaiman diamksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya 
administrasi yang bersangkutan telah digunakan”.34 
Pembatasan langsung tersebut jika upaya administrasi 
(Administratief beroep) yang tersedia telah ditempuh dan pihak 
penggugat merasa dirugikan, maka secara tegas dalam ketentuan pasal 
51 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang 
berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
                                                          
34 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 


































bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di 
tingkat pertama sengketa tata usaha negara ketentuan pasal 48.35 
                                                          
35 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 


































ANALISIS SIYA>SAH DUSTU>RI>YAH  TENTANG KEPUTUSAN YANG 
TIDAK BISA DIAJUKAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA 
NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 
 
A. Keputusan Yang Tidak Bisa Diajukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha 
Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara umum berisikan 
kebijakan tentang permasalahan dibidang kebijakan stabilitas sistem 
perekonomian negara dan kebijakan keuangan negara, sebagai upaya untuk 
merespon melambatnya perekonomian nasional karena dampak pandemi 
covid-19. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:1 
Mengatur tentang APBN dan perpajakan, penambahan ambang batas 
defisit APBN yaitu maksimal diatas 3% (persen) PBD untuk anggaran tahun 
2020-2022, kewenangan untuk melaksanakan relokasi anggaran APBD dan 
APBN antar sektor, fungsi dan progam, penurunan tarif pajak, perpajakan 
menggunakan media digitalisasi, bagian pertamanya mengatur tentang 
APBN dan perpajakan, dan relaksasi waktu penyampaian kewajiban 
administrasi perpajakan serta kewenangan pembebasan Bea Masuk. 
Mengatur tentang stabilitas sistem keuangan dan sektor perekonomian 
secara nasional sebagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan dibidang 
stabilitassistem keuangan dan  sistem  perekonomian yang  dapat  
                                                          
1 Fahmi Ramdhan Firdaus. “Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020” Jurnal Palar (Pakuan Law Review). Volume 06, 
Nomor 02, Juli-November 2020, 35. 
 


































membahayakan  perekonomian secara nasional, dengan mengoptimalkan 
fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut dibuat dengan tujuan 
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagia para pejabat 
negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai upaya untuk 
mengatasi keadaan darurat yang mengakibatkan kegentingan yang memkasa, 
dan sebagai upaya untuk menghindari kriminalisasi kebijakan sehingga 
menimbulkan ketakutan bagi para pejabat untuk bertindak, sehingga 
berimlikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut.2 
Bahwa dalam tindakan hukum administrasi dianut asas presum tio 
justae causa yang memberikan pengertian bahwa suatu keputusan tata usaha 
negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksankan sepanjang 
pengadilan belum memutus sebaliknnya. 
Badan Peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara adalah 
Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan 
kewenanganya Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi dengan ketentuan yang 
diatur dalam pasal 2 yang menbenrikan penecualian terhadap beberapa 
keputusan yang dikeluarkan dalam hal: 
                                                          
2 Ibid.,, 34, 37,38. 
 


































a) Keputusan tata usaha negara merupakan perbuatan hukum perdata. 
b) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang 
bersifat umum, 
c) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan., 
d) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan 
ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang 
hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain 
yang bersifat hukum pidana, 
e) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perauran 
perundang-undangan yang berlaku, 
f) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional 
Indonesia, 
g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di 
daerah mengenai pemilihan umum. 
Pembatasan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka yang termasuk 
dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha 
Negara terbatas hanya pada objek keputusan yang diluar keputusan 
keputusan seperti tersebut diatas, pembatasan ini diadakan karena ada 
beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak 
digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-
undang.3 
Pembatasan terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara 
adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang 
bersifat umum meliputi: 
1. Bersifat Umum Abstrak 
Yaitu dalam hal tindakan hukum berupa keputusan tata usaha 
negara yang normanya bersifat mengatur, apabila peraturan yang 
diputuskan itu dibuat oleh sebuah badan atau pejabat tata usaha negara 
                                                          
3 Ibid., 69. 
 


































yang memiliki wewenang legislatif, didapati sebuah undang-undang 
dalam arti materiil atau pengaturan keputusan tata usaha yang bersifat 
umum, apabila yang mengeluarkan itu bukan badan atau pejabat tata 
usaha negara yang tidak memiliki wewenang legislatif, akan didapati 
sebuah perundang-undangan semu (pseudowetgeving), 
2. Bersifat Umum Konkret 
Yaitu suatu norma konkret itu memberikan isi yang konkret serta 
menyebabkan dapat diterapkan secara praktis menurut tempat dan waktu 
suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Contoh 
keputusan yang menentukan suatu daerah tertentu sebagai daerah yang 
terjangkit suatu penyakit menular.4 
Dilihat dalam konteks keputusan yang tidak bisa diajukan sebagai 
objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020, merupakan salah satu unsur pengecualian sebagaimana yang 
disebutkan dalam pasal 2 ayat b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009, karena secara subtansi muatanya bersifat abtraks dan 
mengikat untuk umum, dalam konteks hukum tata negara disebut dengan 
regeling yaitu suatu peraturan yang mengikat untuk umum. Sehingga 
tidak masuk dalam kategori keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi 
objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. 
                                                          
4 Victor Yaved Neno, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara 
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 92. 
 


































Hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon dalam bukunya 
yang menyatakan: 
Pada dasarnya rumusan/batasan KTUN yang dalam pasal 1 angka 3 
tidak lengkap dan tidak tuntas, setelah menelaan apa yang 
tercantum dalam pasal 2, seyogyanya yang tercantum dalam pasal 
tersebut adalah hal-hal yang merupakan pengecualian, apa yang 
tercantum dalam pasal 2 adalah hal-hal yang sepenuhnya memenuhi 
elemen pasal 1 angka 3 sebagai objek KTUN namun dikecualikan 
sebagai KTUN.5 
Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu dilakukan secara 
terpaksa karena sulitnya membuat batasan yang lengkap tentang 
keputusan tata usaha negara, namun setelah dikaji pasal 2 ternyata 
sebagian yang tercantum dalam pasal 2 hanyalah sekedar 
pengurangan/penegasan pasal 1 angka 3 tentang keputusan tata usaha 
negara. Dengan demikian rumusan dalam pasal 2 b yang menyebutkan 
keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum tidak bisa 
dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara karena rumusan ini 
tidak memenuhi unsur Konkrit, Individual yang  menjadi unsur-unsur 
keputusan tata usaha negara. 
B. Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah Tentang Keputusan Yang Tidak Bisa Diajukan 
Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara 
 
Kekuasaan Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin 
melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk 
menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Dasar 
                                                          
5 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2005), 139. 
 


































hukum keadilan dapat ditegakkan antara lain melalui lembaga-lembaga 
peradilan yang dibentuk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, 
keharusan adanya lembaga peradilan dalam Islam, terdapat dalam firman 
Allah Swt:6 
َكْمَبَ ْيَنَالنَّاسَِ ) فاحَُْ َ....َ َيَاََداُوُدَِإنَّاََجَعْلَناَكََخِليَ ًفةَِفيَاألْرِضََ ٦٢َبِاْلَحقِ   
“Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah 
(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil” (Qs. Shad: 36). 
Selain ayat di atas keharusan tentang adanya lembaga peradilan dalam 
Islam terdapat pula dalam surat An Nisa’ ayat 6 surat Al Ma’idah ayat 44, 
45, 47, 49. Sedangkan di dalam As Sunnah diberitakan bahwa Rasulullah 
Saw sangat memuji kepada setiap Hakim yang diangkat kemudian 
menjalankan peradilannya secara baik dan benar dengan sabdanya:7 
َدَإٌِ ََ َفلذاَْجََّ  َطَأََ فَأخََْ دَََ ََ أجَراِنََوِاِنَاْجََّ  فَلهََُ فَأَصاَبََ اْجرَ اْلَحاِكمََُ هََُ . 
“Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan 
apabila ia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala”. 
Kekuasaan kehakiman dalam Islam dibagi menjadi tiga lembaga yakni, 
pertama wila>yah al-qad{a>‘ yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan 
perkara-perkara madaniat dan Hukum perdata dalam Islam termasuk 
permasalahan hukum keluarga dan tindak pidana/jinayah. Kedua wila>yah al-
h{isbah memiliki tugas untuk mengawasi hukum, mengawasi ketertiban 
umum, dan menyelesaikan perkara kejahatan yang memerlukan penanganan 
                                                          
6 Departemen Agana RI, Al-Quran & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 363. 
7 Ibnu Hajar al-Asqa>lan>i, Bulu>gh al-Mara>m min Adillati al-Ahka>m, terj. Khalifaturrahman dan 
Haer Haerudin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 638. 
 


































secara cepat. Al-muhtasib juga memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan 
makna amar makruf nahi munkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah 
terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan mengadili orang-orang yang 
melanggar hukum syariah. Ketiga wila>yah al-maz{a>li>m menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi antara penguasa dengan warga negara. Selain itu 
menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tertinggi, 
bangsawan, ataupun keluarganya kepada warga negara. 
Muhammad Iqbal berpendapat bahwa wila>yah al-maz{a>li>m merupakan 
sebuah lembaga peradilan untuk memiliki tugas untuk penyalahgunaan 
wewenang oleh pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, tidak 
terkecuali dalam bentuk keputusan administrasi  negara yang merugikan 
hak-hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan konsep hak 
asasi manusia (HAM), hal ini berarti segala bentuk kebijakan  baik dilakukan 
oleh individu (penguasa negara) maupun mekanisme-mekanisme negara 
beserta kebijakanya, tetap dianggap  sebagai sebuah tindakan kezaliman 
apabila mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.8 
Berdasarkan ketentuan diatas maka wila>yah al-maz{a>li>m memiliki 
wewenang untuk memutuskan perkara apapun yang berkaitan dengan 
kezaliman yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun penyalahgunaan yang 
dilakukan oleh penguasa terhadap syariah Islam atau peraturan perundangan 
yang berlaku sesuai dengan keinginan penguasa, maka memberikan 
keputusan tersebut berarti memberikan keputusan terhadap perintah Allah, 
                                                          
8 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2014), 159. 
 


































maka perkara tersebut harus dikembalikan lagi kepada wila>yah al-maz{a>li>m 
atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini juga bermakna bahwa putusan 
yang dikeluarkan oleh wila>yah al-maz{a>li>m memiliki kekuatan hukum final 
dan mengikat. Seperti halnya putusan dari lembaga Peradilan Tata Usaha 
Negara. 
Bordieu mengatakan bahhwa dominasi seorang individu yang memiliki 
kapital dalam suatu fied rentan untuk menguasai individu yang lemah dan 
cenderung merugikan, hal  ini sejalan dengan pendapat dari Lord Action  
Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan 
itu cenderung korup dan kekuasaan yang besar akan mendorong terjadinya 
praktek korupsi secara absolut), pendapat tersebut jika dimaknai dalam 
hukum adminitrasi maka dapat dikatakan keuasaan yang absolut akan 
cenderung untuk otoriter (menyalahgunakan wewenang), dengan cara-cara 
yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 
Dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki keuasaan yang seimbang 
dengan penguasa sebagai upaya check and balances untuk mengantisipasi 
pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang tersebut. pada dasarnya tujuan 
pembentukan kekuasaan (sulltan) dalam sebuah negara adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan untuk warga negara, sehingga tidak dapat 
dibenarkan dalam melaksanakan kekuasaanya digunakan untuk melakukan 
pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak warga negara, untuk itu 
wila>yah al-maz{a>li>m dibentuk sebagai upaya untuk melakukan 
kontrol/pengawasan terhadap penguasa, dan mengadili segala bentuk  
 


































kezaliman yang dilakukan oleh penguaa terhadap warga negara termasuk 
dibidang administrasi pemerintahan. 
Berkaitan dengan itu keberadaan wila>yah al-maz{a>li>m yang menangani 
perkara kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap warga negara, dan 
melakukan kontrol/pengawasan terhadap pejabat negara. Diharapkan tidak 
ada lagi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa 
kepada warga negaranya. Hal ini sejalan dengan kedudukan Pengadilan Tata 
Usaha Negara yang memiliki tugas untuk membatalkan segala bentuk 
ketentuan yang dikeluarkan oleh penguasa ketika mengandung unsur 
kezaliman yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. 
Menurut al-Mawardi menerangkan bahwa perkara-perkara yang 
diperiksa oleh wila>yah al-maz{a>li>m ini ada 10 macam hanya saja yang 
berkesesuaian dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ada 5 
diantaranya:9 
1. Penganiayaan para penguasa terhadap perorangan maupun golongan. 
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan 
zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain. 
3. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. 
4. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh 
penguasa yang zalim. 
5. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum 
yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas h{isbah. 
                                                          
9 Ibid.,  92. 
 


































Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, Islam 
secara tekstual tidak membedakan antara istilah Keputusan (beschiking) 
dengan Peraturan (regeling), yang membatasi kewenangan wila>yah al-
maz{a>li>m, hanya saja secara inplisit ketika kajian siya>sah dustu>ri>yah 
dibedakan menjadi beberapa objek yakni: 
Siya>sah tashri>’i>yah (pembuat undang-undang), idari>yah (Pelaksana 
Kebijakan), qad{a>i>yah (lembaga peradilan), maka sebagaimana konsep 
pemberian kewenangan dalam pemerintahan yang mencakup atribusi, 
delegasi dan mandat, yang kemudian menjadi dasar dikeluarkanya keputusan 
tata usaha negara. Sudah barang tentu antara keputusan yang menjadi 
produk dari penguasa (khalifah) dan peraturan yang menjadi produk ahl al-
h{all wa al-‘aqdi (legislatif) berbeda satu sama lain sehingga objek 
penyelesaian sengketa berbeda pula. 
 




































Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yakni 
sebagai berikut: 
1. Keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha 
negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, merupakan 
pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 2 ayat b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pada konsepnya 
keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum tidak bisa 
dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara. 
2. Islam secara tekstual tidak memberikan perbedaan antara istilah 
keputusan (beschiking) dengan Peraturan (regeling), yang membatasi 
kewenangan wila>yah al-maz{a>li>m, hanya saja secara implisit pembagian 
kekuasaan siya>sah tashri>’i>yah (pembuat undang-undang), idari>yah 
(Pelaksana Kebijakan), qa>d{ai>yah (lembaga peradilan), memberikan 
pengertia bahwa antara keputusan yang menjadi produk dari penguasa 
(khalifah) dan peraturan yang menjadi produk ahl al-h{all wa al-‘aqdi  
(legislatif) berbeda satu sama lain sehingga objek penyelesaian sengketa 
berbeda pula, sehingga pembatasan wewenang yang diatur dalam 
 


































Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang objek sengketa tata usaha 
negara juga dikenal 
dalam kewenangan wila>yah al-maz{a>li>m. 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas tanpa mengurangi rasa hormat pada 
pihak manapun, penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Pembatasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagimana 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Jo. Pasal 2 
ayat b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dilihat secara komprehensif 
oleh hakim dalam hal penerapan di institusi peradilan, sehingga 
keputusan yang diambil tidak merugikan para pihak baik pemerintah 
sebagai lembaga yang membutuhkan perlindungan dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya maupun masyarakat disisi lain yang memerlukan 
perlindungan terhadap hak konstitusionalnya dari tindakan pejabat 
negara. 
2. Pembatasan kewenangan wila>yah al-maz{a>li>m perlu dipaparkan secara 
limitatif  karena secara tektual belum dijelakan secara jelas antara 
keputusan (beschikking) dan Peraturan (regeling). 
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